KEPALA DESA LIPURSARI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIPURSARI
KECAMATAN LEKSONO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIPURSARI

Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten = Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan

Mengingat : 1.
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Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2989);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

&. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4014},

11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
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Repoblik iIndonesia Tabum 2017 Nomor 59)
18 Perztiman Mienteri Dalamm Negeri Nomor 20 Tahun 2015

=ntang Pengelolaan Keuangan Desa (Beritz Negars
Reonibhisk Indonesia Tatwn 2018 Nomor 611);

1S. Peranwan  Menteri  Desa, Pembangunan Daeran
Terconggel dan Transmmgrasi Republik Indonesia Nomor

Repubiik Indonesia Tahumn 2019 Nomor 12035,
20 Peczmrarn Menseri Desa Pembangunan Daerah
Tertnges! don Transmmgrasi Republik Indonesia Nomor
21 Talmm 2020 wentang Pedoman Pembangunan Desa
Indonessa Tahan 2020 Nomeor 1633},
Tertmes=l dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tabam 2021 wotang Pendaftaran, Pendatzan dan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Uszha Mk
Desz 'Badan Usaha Mikk Desz Bersama ([Beritz Negarz
Repubbk Indonesiza Tahun 2021 Nomor 252);
Tertnggal don Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tabon 2021 tentang Prioritas Pengmumazn Danz Desa
Tebun 2022 Bermz Negama Republik Indonesiz Taimm
2023 Nomexr 961
23. Peratwwan Menseri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190 /PME O7/2021 t=ntang Pengelciaan Dana Desa
Berza Negarz Repubiik Indonesia Tabun 2021 Nomor
1424} sebeg=mmona diubeh dengan Peraturan Menteri

tentang Perubehen atas Peramwan Menteri Kenangan
Republik Indonesia Nomor 190/PMK 0772021 tentang
Pengeiclean Danz Desa ([Berita Negara Republik Indonesia
Tabaan 2022 Nomor B19%

24 Persnimas Decrah Ecbupeisn Wonoscbo Nomeor 8 Tahmun
2006 teotang Pedomen Peovesunan Organisas) dan Tata
Kerja Pemerintah Desz (Lembaran Daszah Kabupaten
Wonosobo Tabum 20056 Nosmor 9

25. Perstniman Dervah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tabun
2008 wneeng Eeduduien Kouengan Eepala Desa dan
Per=nsiar Desa (Lemberan Daerzsh Kabupaten Wonosobo
Tainz 2008 Nomor 8

26 PBastmes Desrzh Esingpeten Wonoscho Nomor 4 Tzhmmn
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2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor J);

28. Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9);

29, Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 11);

31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor
63);

32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018
tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 20 18 Nomor
49);

34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 68);

35. Peraturan Desa Lipursari Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2018
Nomor 2);

36. Peraturan Desa Lipursari Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Lipursari Tahun 2016 Nomor 7);

37. Peraturan Desa Lipursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
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2019 - 2024 (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2019
Nomor 6 );

38. Peraturan Desa Lipursari Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Desa Lipursari Tahun 2022 Nomor 3 ); dan

39. Peraturan Desa Lipursari Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
(Lembaran Desa Lipursari Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIPURSARI
dan
KEPALA DESA LIPURSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIPURSARI TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sen?ule‘l
berjumlzah Rp. 1.438.705.000,- berkurang sejumlah Rp. 0,- sehingga menjadi
Rp. 1.438.705.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.438.705.000
b. bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.438.705.000
2. Belanja Desa
a. semula Rp. 1.438.705.000
b. bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.438.705.000
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (1.761.462)

3. Pembiayaan Desa

.1 Penerimaan Pembiayaan
5 amsemula 4 Rp. 1.761.462
b. bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.761.462
.2 Pengeluaran Pembiayaan
’ a. semula 2 Rp. 1.761.462
b. bertambah / (berkurang) Rp. g

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a-b) Rp.
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Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Lipursari.

Ditetapkan di Desa Lipursari
Pada tanggal 6 Desember 2023

Diundangkan di Desa Lipursari
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